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ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan
Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang

Oleh:
A’at Taufik Wahyudi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan
Pengawasan Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Pemoderasi
Di Pemerintah Kota Palembang. Populasi penlitian ini, sampel diambil dengan menggunakan keseluruhan
jumlah populasi (Sampling jenuh atau Sensus) oleh karena itu sampel penelitian ini sebanyak 130 responden
yang merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang di 26 SKPD Pemerintah kota Palembang. Jenis
data yang di gunakan adalah data primer. Teknik analisis yang di gunakan adalah analisis regresi linier
berganda dan Uji Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan IBM SPSS Statistics 29.0.1.0. Hasil
penelitian ini meneunjukan secara parsial variabel akuntabilitas, dan pengawasan tidak berpengeruh terhadap
variabel manajemen APBD, sedangakan variable transparansi secara parsial berpengaruh terhadap variable
manajmen APBD. Secara simultan (Bersama-sama) variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengeawasan
berpengaruh terhadap manajemen APBD. Dan dari hasil Uji Moderated Regression Analysis, variabel standar
akuntansi pemerinta tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan APBD
terhadap variabel manajemen / pengelolaan APBD. Akantetapi ada peningkatan persentase nilai R Square, dari
28,5% menjadi 40,4%. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Dapat sedikit
memperkuat pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Manajemen / pengelolaan
APBD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Manajemen APBD, dan Standar Akuntansi
Pemerintah.
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ABSTRACT

The Influence of Accountability, Transparency and Public Oversight on APBD Management Using
Government Accounting Standards as Moderation in the Palembang City Government

By:
A’at Taufik Wahyudi

This research aims to determine The Influence of Accountability, Transparency and Public
Oversight on APBD Management Using Government Accounting Standards as Moderation in the
Palembang City Government. The sample population for this research was taken using the entire
population (saturated sampling or census), therefore the sample for this research was 130 respondents who
were officials who used budgets/goods users in 26 SKPDs of the Palembang city government. The type of
data used is primary data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis and
Moderated Regression Analysis (MRA) using IBM SPSS Statistics 29.0.1.0. The results of this research
partially show that the variables of accountability and supervision have no influence on the APBD
management variables, while the transparency variable partially influences the APBD management
variables. Simultaneously (together) the variables of accountability, transparency and supervision
influence APBD management. And from the results of the Moderated Regression Analysis Test, government
accounting standard variables cannot moderated the influence of APBD accountability, transparency and
supervision on APBD management/management variables. However, there was an increase in the
percentage of the R Square value, from 28.5% to 40.4%. So it can be concluded that Government
Accounting Standards can slightly strengthen the influence of Accountability, Transparency, Supervision
on APBD Management.

Key Words: Accountability, Transparency, Supervision, APBD Management, and Government
Accounting Standards.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh
metodologi organisasi pemerintah yang tidak diawasi dan dikelola sebagaimana
mestinya (Ningsih, N. H, 2018). Selanjutnya, muncul isu-isu lain seperti korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit untuk di hilangkan, permasalahan
kepolisian yang sulit diselesaikan, sindikasi dalam aktivitas keuangan, dan sifat
Pemerintah di daerah yang melemah. Permasalahan ini juga menghambat proses
pemulihan ekonomi Indonesia sehingga jumlah pengangguran bertambah, jumlah
masyarakat miskin bertambah, tingkat kesejahteraan menurun, bahkan memicu
munculnya konflik di berbagai daerah yang dapat melemahkan solidaritas dan
kesejahteraan masyarakat. Semua keadaan yang ada menunjukkan bahwa praktik
dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik
terus berlanjut, sehingga dapat menghambat pelaksanaan rencana perubahan

(Ningsih, N. H, 2018).

Melaksanakan Pemerintah yang baik (good governance) berarti
menetapkan dan melaksanakan pendekatan kenegaraan berdasarkan popularitas di
masa globalisasi. Kebenaran sistem berbasis suara digambarkan dengan
menguatnya komando individu dalam organisasi pemerintah, keterusterangan
dalam pengelolaan dana negara, kerja sama dalam penyusunan strategi, sedangkan
kebenaran globalisasi digambarkan dengan Kketergantungan antar negara,
khususnya dalam pengelolaan aset keuangan, dan latihan bisnis.

(Mardiasmo, 2002) Akuntabilitas yaitu kewajiban pihak pemegangamanah
1



(agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Pemerintah yang accountable
mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini:

1) dapat memperkenalkan permasalahan eksekusi secara transparan, cepat dan tegas
kepada individu,

2) siap menawarkan jenis bantuan yang dapat diterima kepada masyarakat pada
umumnya,

3) dapat memberikan ruang kepada daerah setempat untuk terlibat dalam pergantian
peristiwa dan proses administrasi,

4) juga dapat memahami dan mewakili setiap pendekatan publik

5) Terdapat metode bagi masyarakat umum untuk mensurvei pelaksanaan
pemerintah. Melalui tanggung jawab terbuka, individu dapat mengukur tingkat
keberhasilan acara dan kegiatan pemerintah.

(Mardiasmo, 2002), Transparansi menyiratkan salah satu standar
administrasi yang baik. Transparansi didasarkan pada peluang untuk memperoleh
data. Data yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat diperoleh langsung oleh
siapa saja yang memerlukannya. Keterusterangan mengandung arti memberikan
masalah keuangan yang terbuka dan dapat diandalkan kepada masyarakat luas
dengan pemikiran bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara
transparan dan lengkap mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi

harta kekayaan yang diterima dengan ditaati peraturan perundang-undangan.



Dari (Mardiasmo, 2001), pengelolaan moneter daerah merupakan tahapan
vital yang mencakup seluruh tahapan, baik pada tahap penyusunan maupun tahap
perincian APBD. Pengawasan itu wajar di setiap tahap, tidak tepat di tahap evaluasi.
Pengawasan moneter teritorial yang dilakukan adalah komponen yang belum bisa
dibedakan pada siklus pembuatan rencana belanja sebaba manajemen adalah
komponen penting untuk mengarahkan permohonan proyek yang diselesaikan

hingga tahap pengungkapan.

Kesesuaian menggunakan standar akuntansi yang berlaku, pengungkapan
yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas
sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi isu, serta komitmen
manajemen merupakan beberapa faktor yang bisa menghipnotis akuntabilitas pada
pengelolaan keuangan pemerintah mengingat pentingnya akuntabilitas.
Kewenangan pada pengambilan keputusan, budaya organisasi, dan kompetensi

sumber daya manusia.

Agar masyarakat umum dapat mengakses informasi apapun mengenai
kebijakan atau peraturan pemerintah, maka praktik pelaksanaan kegiatan di dalam
organisasi secara terbuka baik dalam hal informasi, penganggaran, maupun
komunikasi disebut sebagai transparansi atau keterbukaan. Pengawasan terbuka
menyiratkan transparansi dengan Inpres No.7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) adalah contoh bagaimana setiap instansi pemerintah
dimintai pertanggungjawaban dalam menjalankan misi organisasi. menjadi
tindakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Berhasil atau
tidaknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), harus di laksanakan,

dengan pertanggungjawaban berkala berdasarkan pedoman pimpinan Lembaga
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Administrasi Negara (LAN) untuk menyusun laporan AKIP. Alokasi dan distribusi
publik yang direncanakan dana untuk setiap kegiatan dan sub kegiatan yang
dinyatakan dalam jumlah rupiah tertentu terkait dengan proses penganggaran dalam
sektor publik. Prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan harus digunakan
untuk memantau dan mengendalikan penganggaran ini (Efrizar, Hardi, & Wiguna,

2017).

Teori keagenan, desentralisasi, dan gagasan transparansi semuanya terkait
dengan hubungan antara akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kejelasan
sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, serta sistem pelaporan. Teori keagenan
adalah salah satu teori yang mendasari akuntansi dan penganggaran (Halim &
Abdullah, 2006). Konsep teori keagenan dapat diterapkan untuk keberlanjutan
organisasi publik. Hubungan berdasarkan kesepakatan antara agen dan prinsipal
dituangkan dalam teori keagenan. Hubungan ini signifikan karena berfungsi
sebagai metode untuk menganalisis komitmen terhadap kebijakan publik. Menurut
(Halim & Abdullah, 2006), masyarakat diasumsikan menjadi fokus utama
penelitian ini, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai saluran untuk menjalankan
amanat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat rakyat. Sesuai dengan Inpres
No.7 Tahun 1999, kinerja di AKIP merupakan ukuran seberapa baik suatu kegiatan
atau program memenuhi tujuan dan sasaran organisasi untuk mencapai visi dan

misinya.

Pengendalian internal dan eksternal yang baik di perlukan untuk mendukung

transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini, DPRD yang disebut Dewan



dalam dokumen ini semakin berperan penting dalam mengendalikan kebijakan
pemerintah. Berikut ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah. 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran: 1). Dewan yang
membidangi pengawasan anggaran, 2) Audit pengelolaan anggaran dapat
diperintahkan oleh dewan kepada auditor eksternal di daerah. Melalui check and
balances, diharapkan bahwa pengawasan Dewan terhadap eksekutif akan
menghasilkan laporan yang transparan. Pengawasan Dewan memastikan bahwa
uang rakyat dikelola dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakyat secara langsung melakukan kontrol terhadap penguasa (pemerintah)
atau lembaga yang memiliki peran pengawasan, seperti parlemen atau media.
Mekanisme aturan main yang disepakati juga dibuat agar sistem pengawasan dapat
berfungsi. Legislatif pada umumnya menyelenggarakan tiga fungsi sebagai berikut:
1) Fungsi legislasi (proses pembuatan peraturan perundang-undangan); 2) Fungsi
penganggaran (fungsi untuk membuat anggaran) dan fungsi kontrol (tugas untuk
mengevaluasi Kinerja eksekutif). Fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan
Dewan Pengurus yang berkaitan dengan anggaran akan menjadi pokok bahasan
dalam penelitian ini. Pertanyan nya adalah apakah fungsi pengawasan disebabkan
oleh tambahan pengetahuan. Selain itu, apakah pengawasan anggaran Dewan juga

akan dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi kebijakan publik.

Seharusnya seluruh SKPD mempunyai pilihan untuk mengerjakan berbagai
hal yang menyebabkan pelaksanaan anggaran belanja para pelaksana tidak

didasarkan pada insentif berupa uang. Insentif uang tunai hendaknya diterapkan



dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dalam kaitannya dengan kemandirian
provinsi, insentif uang tunai berarti perluasan untuk memimpin legislatif daerah
dalam mewujudkan Pemerintah yang baik, khususnya bagian provinsi yang jujur,
konservatif, kompeten, dan mampu bertahan, tanggap dan bertanggung jawab.
Sebagai pelaksanaan atas pelaksanaan Undang-Undang dari pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan perda
No 7 Tahun 2012 wacana pembentukan, susunan dan Struktur Organisasi pemkot
Palembang yang didalamnya mempunyai 10 SKPD, yaitu: Sekretariat daerah,
Badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, Satuan, Dinas, kantor, RSUD,
Kecamatan dan Kelurahan. dalam hal ini kecamatan serta kelurahan bukan
lembaga teknis daerah sehingga tidak dimasukkan pada ruang lingkup
penelitian.

Analisis ini di latar belakangi research gap oleh penelitian terdahulu.
Berdasarakan penelitian yang dilakukan (Sari, S. M, 2017) memperoleh kesimpulan
bahwa dari hasil uji sigmifikasi uji f (Simultan) akuntabilitas, transparansi, dan
pengwasan berpengaruh positif pada pengeolaan APBD, sedangkan pada uji t
(Parsial) akuntabilitas dan transparansi berpengaruh negatif, tetapi pengawasan
berpengaruh positif. Dari hasil analisis regresi moderat, standar akuntansi
pemerintah tidak mampu memoderasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
APBD, hal tersebut menujukan tidak signifikan (negative), akan tetapi standar
akuntansi pemerintah mampu memoderasi pengawasan terhadap pengelolaan
APBD. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang
membedakan penelitian ini dari sebelumnya yaitu dari segi objek dan teknik

pengambilan sampel yang dimana sebelumnya di laklukan penelitian di daerah



istimewa yogyakarta tentunhya sangat berbeda di daerah sumatra seperti di
pemerintah kota palembanga, dan penelitian sebelumnya menggunakan Probability
cluster sampling digunakan untuk memilih sampel. Ketika homogenitas tidak dapat
dicapai, cluster sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari sebagian
responden sedangakan penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh atau
sensus, sampel diambil dengan menggunakan keseluruhan populasi. penelelitian ini
nantinya bisa menjadi pembaharuan dan pembanding dari penelelitian sebelumnya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta menguatnya tuntutan
masyarakat akan pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, akuntabel,
responsif, dan transparan merupakan fenomena dan aktual yang bisa dilihat, pada
manajemen APBD saat ini. Kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggung
jawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah
dan berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan
istilah akuntabilitas publik. Semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah
harus dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang
tersedia harus memadai untuk dipahami dan dipantau (Mardiasmo, 2006),

meskipun informasi yang bebas merupakan dasar dari transparansi.

Masyarakat belum mendapatkan informasi dari penyelenggara Pemerintah
mengenai pengelolaan APBD secara tepat waktu, terbuka, dan akurat, masyarakat
belum menerima pelayanan yang berkualitas, dan Masyarakat terpinggirkan dari
pembangunan. dan proses Pemerintah terbukti dengan adanya dan fenomena dalam

proses pengelolaan APBD, Di kantor wilayah atau unit kerja, baik rencana kerja



maupun rencana anggaran tidak disediakan oleh badan publik secara tertulis.
Tahapan pelaksanaan anggaran yang jelek, pemborosan anggaran atau
anggaran yang tak efisien, keterlambatan pelaporan keuangan, serta ketidak
patuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, semuanya berkontribusi pada
buruknya pelaksanaan anggaran serta pelaporan pelaksanaan anggaran publik.
Pemrosesan APBD, akuntabilitas, transparansi, pengawasan, serta standar
akuntansi pemerintah semuanya terhubung dengan kenyataan ini. Peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi seperti judul di bawah ini:

“Pengaruh Akuntabiktas, Transparansi, Dan Pengawasan
Publik Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Sebagai Pemoderasi Di Pemerintah Kota Palembang”.



1.2

1.3

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok

permasalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBD secara Parsial

dan simultan?

. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBD secara parsial

dan simultan?

. Bagaimana pengaruh pengawasan publik terhadap pengelolaan APBD secara

parsial dan silmultan?

. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintah mampu meperkuat atau

meperlemah afiliasi pada akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan

pengelolaan APBD?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini:

Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh akuntabilitast terhadap

pengelolaan APBD.

Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap

pengelolaan APBD.

Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengawasan publik terhadap

pengelolaan APBD.



1.4

4. Untuk mengukur dan menganalisis, sebagai variabel moderat, standar

akuntansi pemerintah memperkuat atau memperlemah hubungan pada

variabel independen dan variabe dependen.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

berbagai pihak antara lain:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teori dapat dijadikan sebagai pedoman, sumber pengetahuan,
dan sumber gagasan bagi terciptanya konsep teori keagenan, yang dapat
dipraktikkan dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup organisasi publik.
berdasarkan kesepakatan antara agen dan prinsipal yang dituangkan dalam
teori keagenan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam
pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam sistem akuntansi yang

digunakan oleh pemerintah.

. Secara Praktis

Manfaat secara praktis di bagi menjadi empat seperti di bawah ini:

Bagi akademisi

penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi akademisi dan peneliti
selanjutnya. Dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan pembanding
dalam rangka melakukan penelitian tambahan di bidang ini, maupun oleh
pihak-pihak yang membutuhkan referensi terkait dengan isi skripsi ini secara

tertulis maupun bacaan. akan berfungsi sebagai titik referensi bagi peneliti

10



masa depan, terutama mereka yang tertarik dengan sistem akuntansi

pemerintah.

b. Bagi penulis

Bermanfaat untuk mengetahui pengeruh akuntabilitas, transparansi, dan
pengwasan publik terhadap APBD dengan standar akuntansi pemerintah
sebagai variable Moderasi di Pemerintah kota Palembang. Dengan
menggunakan berbagai metode dan alat ukur, agar dapat di tarik suatu
kesimpulan hasil dari penelitian. Penelitian memberikan informasi dan
pengetahuan yang di butuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat

keputusan.

c. Bagi pemerintah daerah

Sebagi informasi, referensi dan pembanding, dapat di jadikan bahan
pertimbanagn bagi SKPD terkait agar dalam melaporkan dan mengevaluasi
tingkat kinerja keuangan lebih terbuka dan tidak ada yang di tutup-tutupi.

Terutama terhadap pengelolaan APBD yang akuntabel maupun transparan.

d. Bagi Umum

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumber informasi dan referensi bagi
masyarakat umum terhadap pengetahuan pengelolaan APBD dan terhadap SKPD

terkait.
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